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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten 

Bantul terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran 

pelaksanaan jabatan notaris menggunakan norma hukum bersifat tertutup 

untuk umum karena: 

a. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf f UUJN yang menerangkan bahwa notaris wajib 

merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

b. Terkait dengan sumpah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 UUJN 

Bahwa sebelum notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib 

mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk. Dalam sumpah jabatan tersebut terdapat salah satu 

frasa yang berbunyi ““Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan 

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Di dalam 
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penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya 

adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan 

akta tersebut. 

c. Terkait dengan sumpah Anggota Majelis Pengawas 

 

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 

2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan 

dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Pasal 17 

menerangkan bahwa sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai 

Majelis Pengawas, setiap anggota Majelis Pengawas harus dilantik dan 

mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. 

Dalam sumpah/janji tersebut terdapat frasa “bahwa saya akan memegang 

rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan 

perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan” hal ini 

merupakan amanat Pasal 71 huruf c UUJN yaitu Majelis Pengawas Daerah 

berkewajiban merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. 

d. Masih bersifat pemeriksaan 

 

Bahwa sidang pemeriksaan ini merupakan Langkah awal MPD dalam 

rangka menindaklanjuti terhadap laporan dugaan pelanggaran perilaku dan 

pelaksanaan jabatan notaris. Jadi taraf pemeriksaan oleh MPD masih dalam 

taraf menindaklanjuti dugaan laporan masyarakat. 
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e. Hasil pemeriksaan 

 

Majelis Pemeriksa Daerah setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan 

hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua 

Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. 

Berbeda dengan Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah 

dan Majelis Pemeriksa Pusat mempunyai kewenangan antara lain dapat 

menjatuhkan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi, dimana 

kewenangan tersebut yang tidak dimiliki Majelis Pengawas Daerah. 

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah tersebut yaitu memberikan sanksi 

berupa teguran lisan atau tertulis serta mengusulkan pemberian sanksi 

terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian 

sementara selama 3 sampai dengan 6 bulan atau pemberhentian dengan 

tidak hormat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e 

dan f UUJN. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan 

sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi 

berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN. 

2. Proses pelaksanan Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah 

 

Dengan Menggunakan Norma Hukum Bersifat Tertutup Untuk Umum. 
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Bahwa proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kabupaten 

Bantul tidak sepenuhnya melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Karena dalam Pasal 23 

menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah 

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian laporan 

tersebut dengan melampirkan laporan pengaduan masyarakat, berita acara 

pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan rekomendasi hasil pemeriksaan 

Majelis Pemeriksa Daerah. Selanjutnya Laporan tersebut disampaikan 

kepada MPW dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, 

Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia. Namun proses yang berjalan selama ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Sekretaris MPD Kabupaten Bantul jika surat yang 

ditembuskan hanya surat pengantar saja tanpa lampiran berupa laporan 

pengaduan, hasil berita acara dan surat rekomendasi. 
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B. Saran 

 

1. Perlu adanya pengaturan lebih jelas terkait dengan keikutsertaan penasehat 

hukum baik dari pelapor atau terlapor karena ini tergantung pada keputusan 

Ketua Majelis Pemeriksa Daerah yang ditunjuk sehingga hal ini rentan 

terhadap subjektivitas Ketua Majelis Pemeriksa. Disarankan terdapat 

pengaturan tentang syarat terkait dengan penolakan atau persetujuan 

pendampingan penasehat hukum. 

2. Perlu adanya pengaturan lebih rigid terkait dengan adanya unsur notaris 

dalam Majelis Pemeriksa yang memeriksa Notaris karena adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan, misalnya dalam 

susunnan Ketua Mejalis Pemeriksa dipegang oleh selain unsur notaris serta 

diharapkan MPD Kabupaten Bantul agar melaksanakan sidang pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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